
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.51, 2021 KEMENDAGRI. Sekretariat Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilihan Umum. Perubahan. 
 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10 

TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT 

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kebijakan penyederhanaan 

birokrasi di lingkungan instansi pemerintah dan 

optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, 

perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 

5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 140); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 564) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

460); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA 

KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN 

PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan 

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

170) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 7 

Bagian Perencanaan dan Umum terdiri atas: 

a. Subbagian Keuangan; 

b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;  

c. Subbagian Tata Usaha dan Protokol; dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 8 

(1) Dihapus. 

(2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas melakukan 

urusan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, 

pembuatan daftar gaji, pembayaran gaji, dan 

tuntutan ganti rugi.  

(3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, 

mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan 

rumah tangga, penataan dan pengelolaan barang 

milik negara, serta pengamanan sarana dan 

prasarana kantor.  

(4) Subbagian Tata Usaha dan Protokol sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mempunyai tugas 

melakukan urusan tata usaha pimpinan DKPP, 

sekretaris, tata usaha sekretariat, dan keprotokolan 


